BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan implementasi dan hasil evaluasi yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa :

1. Rancang bangun Aplikasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat ini bertujuan
untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan Aspirasi dan
Pengaduan masalah kepada DPRD Kab.TTU dengan lebih efektif dan
efesien.

2. Aplikasi penyampaian aspirasi masyarakat ini membantu pihak DPRD
Kab.TTU khususnya Komisi DPRD dalam menampung Aspirasi
Masyarakat.

3. Sistem mampu menjalankan semua prosedur yang dimasukkan oleh user
dalam melakukan registrasi, menyampaikan aspirasi dan mengakses

informasi-informasi yang ada dalam sistem.

6.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam Aplikasi Penyampaian Aspirasi DPRD
Kabupaten TTU berbasis Web ini yaitu diharapkan kedepannya dapat
memberikan informasi lain yang berkaitan dengan instansi secara lengkap dan
lebih terperinci, juga dapat menambahkan fungsi-fungsi lain yang bermanfaat,
yang belum terdapat dalam sistem. Sistem ini juga di harapkan kedepannya dapat
menyaring setiap aspirasi yang di sampaikan oleh user sehingga dapat di ketahui
oleh admin jika sebelumnya aspirasi tersebut sudah di sampaikan dan sudah di
proses agar admin tidak perlu lagi menanggapi aspirasi tersebut. Pihak instansi
juga kedepannya dapat melakukan sosialisasi mengenai Aplikasi Penyampaian



Aspirasi ini kepada masyarakat Kabupaten TTU agar manfaatnya dapat terasa
sampai kepada masyarakat luas, karena inovasi ini memudahkan masyarakat
dalam melakukan pengajuan Aspirasi dan pengaduan. Sosialisasi dapat berupa

iklan layanan masyarakat, membentuk komunitas, ataupun seminar.
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